BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR #} TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN TATA kNASKAH DINAS

DI LINGEE(UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

D]é)NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
!

| BUPATI BOMBANA,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan

Mengingat

NFIenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata
1\{askah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu
nflenyesuaikan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kjabupaten Bombana sehingga Peraturan Bupati Bombana

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana perlu diganti dan

diilakukan penyesuaian;

. I'Z.Jahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektifitas '

algdministrasi penyelenggaraan pemerintahan  daerah
diperlukan pedomari tata naskah dinas di lingkungan

Hemerintah daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bombana;

.I?asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara .Republik

Indonesia Tahun 1945;

; -
.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
qan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2003 Nomor
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339); -

i

|
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3. Ulﬁ'ldang—Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(L;embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071); f |

4. Urgldang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taihun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Refpublik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah
be;berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tazhun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pefngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cii)ta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20&23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Infdonesia Nomor 6856);

5. Peiraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Peflaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kears1pan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones1a Nomor 5286); :

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemermtahan Berba31s Elektronik (Lembaran Negara
ReEpubhk Indonesia Tahun 2018 ‘N,omor 182);

7. Pefraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tefltang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
De[dam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Pe!raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
terfltang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Dagterah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144); ‘

9. Peraturan Arsip Nasional Repubhk Indonesia Nomor 5 Tahun
2Q21 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita

Négara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);




10.

11.
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Eferaturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun
?023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

i’eraturan Daerah Kabu‘paten Bombana Nomor 1 Tahun
2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bombana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015

MENETAPKAN:

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

"Eelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
;Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang
l;:’embentukan Produk Hukum Daerabh,;

E MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
]?INAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Pala.m Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud
(Eiengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau

yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

. Perkada adalah Peraturan Bupati Bombana

Kepala Daerah adalah Bupati.
Wakil Kepala Daerah adalah wakil bupati Bombana
Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD

Kabupaten Bombana.

. Sekretaris Daerah‘ adalah sekretaris daerah kabupaten

. Bombana.

11.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah terdiri atas
sekretariat daerah,v sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis
daerah.

.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,

. susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat

penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan

dalam komunikasi kedinasan.

.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Daerah.

.Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik

adalah informasi yang direkam dalam media elektronik
sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat
dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang

berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang - digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentifikasi.



BAB 11
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagiah Kesatu
Umum

- Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: |

L. Naskah Dinas arahan;

{). Naskah Dinas Korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

\ Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf a terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan

b Naskah Dinas perietapan; dan
c Naskah Dinas penugasan

c Pasal 4

I}Iaskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
i’asal 3 huruf a terdiri atas:

K
b

i

(k: Peraturan DPRD

a. Perda;

Perkada; dan

Pasail 5
iﬂaskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
liDasal 3 hurufb terdii‘i atas:
Keputusan Kepala Daerah;
Keputusan DPRD;
Keputusan Pimpinan DPRD; dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

AR S S = B

1 , Pasal 6
Susunan dan bentuk Naskah Dinas Pengaturan
[sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas
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- |penetapan sebagaimanak dimaksud dalam Pasal 5 diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Naskah Dinas pehugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c térdiri atas;
a. Surat Perintah ;

b. Surat tugas; dan
c. Surat pexjélanan dinas.

(2) Surat Perintahﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berisi- perintah dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas
dan fungsi. ;

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

| (4) Surat perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ merupakan dokumen yang di terbitkan

oleh peng_guné. anggaran, kuasa pengguna anggaran
atau pejabat“’ pembuat komitmen dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas pejabat Daerah, Pegawai

Negeri, Pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8
Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi
Pasal 9
Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Korespondensi internal; dan

b. KorespondenSi eksternal.



(2)

3

i
|
|
|
|

Pasal 10

Naskah Dinas korepondensial internal sebagaimana di
maksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas

Nota Dinas
Memo; dan

Disposisi.

Pasal 11

Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan
antar Pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau
dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal
perangkat Daei‘ah.

Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan
suatu masalah, menyampaiakn arahan, peringatan,
atau pendapat; yang dibuat oleh atasan kepada
bawahannya.

Disposisi sebagajmana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c merupékan petunjuk tertulis singkat dari
atasan kepada bawahan  mengenai tindak

lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

,F:Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal

?ebagaimma dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

i
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana di
maksud dalam Pasal 9‘h‘u'ruf b disusun dalam bentuk
surat Dinas.
Susunan dan behtuk Naskah Dinas korespondensi
eksternal tercanfum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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i ‘Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus
Pasal 14

askah Dinas khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal

huruf c, terdiri atas:
‘ Instruksi;

Surat edaran
Surat kuasa;

Berita acara;

I R

.o

Surat keterangan,;

= I

Surat pengantar |
Pengumuman,;
Laporan;
Telaahan staf;

Notula;

. [
e 8 e

LIy

Surat undangan;

[a—

Surat pernyataan melaksanakan tugas;
Surat panggilan;

Surat izin;

Lembaran daerah;

Berita daerah;

Rekomendasi

Radiogram »

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
Sertifikat; |

Piagam; dan

Surat perjanjian.

e feft N0 YO 5

Pasal 15
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan
; ketentuan peratura.n perundang - undangan.

(é) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b berisi kpemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang

dianggap penting dan mendesak.




(3)

(6)

(10)
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Surat kuasa sebagimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain
dengan atas namanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai
peraturan perundang - undangan.

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh
para pihak. '

Surat keterangah. sebagimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk
kepentingan kedinasan /tertentu.

Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk
menyampaikan barang atau naskah.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari
pejabat yang berwenang.

Laporan sebagimana dimkasud dalam Pasal 14 huruf
h berisi pembéritahuan tentang pelaksanaan kegiatan
atau kejadiah tertentu.

Telaahan staf sébagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan
saran secara  sistematis terhadap sesuatu
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan
kepada atasan.

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j

. merupakan catatan yang berisi proses sidang atau

rapat.

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai
baik dilingkup internal Pemerintah Daerah, maupun
pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk

menghadiri suatu acara kedinasan.



(

(:

{

13)

15)

16)

17)

(18

(

20)

19)

-10-

12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan
dari pejabatkyang berwenang bahwa seorang pegawai
telah melaksanakan tugas.

Surat panggilan: sebagaimana di maksud dalam Pasal
14 huruf m bérisi pemanggilan dari pajabat yang
berwenang kepada pegawai untuk menghadap.

Surat izin sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Perda.

Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkah Perkada dan Peraturan DPRD.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan
atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang
suatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim
melalui radio fnaskah dinas dari pejabat yang
berwenang yang berisi informasi hal tertentu yang di
kirim melalui telekomunikasi elektronik.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi
keterangan seseorang telah lulus/mengikuti
pendidikan dan pelatihan tertentu.

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf t merupakan naskah dinas berisi keterangan
tanda bukti.  seseorang telah mengikuti

program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran,
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kursus orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan yahg sejenis.

(21) Piagam sebagaixhana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
u merupakan naskah dinas berisi keterangan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yaﬁg telah diwujudkan oleh perorangan

instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal 16

(:1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek
yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau pérbuatan hukum
yang disepakati bérsama.

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan peratufan perundang-undangan.

Pasal 17

I!“ormat Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud

" dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum
c‘ilalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS
| Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a. Media rekam kertas; atau

b. Media rekam elekronik.

; ~ Pasal 19
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam Kkertas
' fsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak

fmenggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.
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Pasal 20
Pembuatan Naskah’ Dinas dengan media rekam elekronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
menggunakan:
a. Aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau

b. Aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagajmana dimaksud dalam

, %Dasal 18 berisi unsur:
Kop;
Penomoran;
Penggunaan kertas;
Penggunaan tinta;
Jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata
penyambung; | '
. Penentuan batas atau ruang tepi;
Nomor halaman;

Tembusan;

I i

Lampiran;
Paraf, tanda tangan, dan stempel,;

Amplop dan map; dan

e e

Naskah dinas bahasa asing.

Bagién Kedua
de
Pasal 22
Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri
atas; S ‘
a. Kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. Kop Naskah Dihas Perangkat Daerah.

Pasal 23
(1) Kop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a,
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani
oleh Bupati.
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(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh
penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan

pelaksana harian Bupati.

! Pasal 24

I;{op Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 huruf b digunakan untuk Naskah
binas yang ditandatarigani oleh pejabat berwenang selain
l[?)upati.

| Pasal 25

I'3entuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana
cjiimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang
rfnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 26

Ketentuan mengenai penomoran sebagaimana dimaksud
i - .

cflalam Pasal 21 huruf b tercantum dalam lampiran yang
Iinerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
- Penggunaan Kertas

Pasal 27

IEDenggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

. huruf ¢ yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
%)engaturan dan naSkah Dinas penetapan sesuai dengan
1;<etentuan peraturan perundang-undangan.

i ‘Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas Korespondensi, dan Naskah
iDinas khusus merupaikan kertas jenis Houtvrij Scriffpapier
HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh
ipuluh) gram/m2 kecuali pada lembaran Daerah dan berita

daerah.
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Pasal 29

-;Elenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam

i)embuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan

idengan memperhatikan ketahanan kertas.

(1)

(2

(1)

(2)

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta
Pasal 30
Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan
Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf d sebagai berikut :7
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna
hitam;
b. tinta yang' digunakan untuk penandatanganan
dan paraf berwarna biru tua;
c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah
Dinas, berwarna ungu; dan
d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah
Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas
merupakan tinfa yang tidak larut oleh air/tidak luntur

atau pigment durabrite.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata

Penyambung

Pasal 31

Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas  penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan aspek keserasian dan estetika.



(1)

)

(1)

(1)
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Pasal 32
Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style
dengan ukuran 112 (dua belas).
Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial

dengan ukuran 12 (dua belas).

; Pasal 33
Kata penyambuhg merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa ‘teks masih berlanjut pada
halaman berikutnya.
Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditulis pada: |
a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah
halaman; dan
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.
Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi
Pasal 34
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas
bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam
penyusunan Naskah Dinas.
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas
korespondensi 'dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ruang tepi atas:
1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2
(dua) spasi dibawah kop; dan
2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling
sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.



(1)

(4)
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b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma
lima) cm dari tepi bawah kertas;

¢c. ruang tepi ?kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi
kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari

tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

| Pasal 35
Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka
arab/biasa.
Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara
Simetris. |

Bagian Kesembilan
 Tembusan
Pasal 36

Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan
dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat
tersebut. e
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
naskah dinasnyé ditandatangani oleh pejabat yang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
diatasnamakan. o
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan
kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
naskah diﬁasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda
tamat péndidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam

tidak memerlukan tembusan.
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Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah
Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi
garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata

sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh

Lampiran

Pasal 37
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan
yang menandatangani Naskah Dinas.
Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayaf (1) memiliki lebih dari satu
halaman, halaman - berikutnya diberi nomor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

‘Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan sterhpel sebagaimana dimaksud

fc'lalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan
|
Naskah Dinas.

)

(3)

(4)

Pasal 39
Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan = tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu
diparaf sebeluni ditaridatangani.
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat
yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut

tidak memerlukan paraf.
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(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data
sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat
yang berwenang.

(6) Pembubuhan pairaf pada Naskah Dinas penugasan
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada

lembar pertama.

Pasal 40

1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai
jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk
matriks.

2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisteri, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas,
Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit
Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3
(tiga) orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus

ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41 ‘

1) Paraf koordinaSi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) hufuf b merupakan paraf pejabat sesuai
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat
pada masing-masing unit kerja yang berbentuk
matriks. '

(2) Naskah Dinas jang materinya saling berkaitan antar

unit kerja, dipéraf oleh unit pengolah dan unit lain

yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang

berwenahg pada lembar terakhir.

Pasal 42
(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi

sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas




(2)

1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10

penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan,
dan keutuhan informasi.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas: '

a. tanda tangan basah; atau

b. tanda tangan elektronik.

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang

berwenang.

- Pasal 43
Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas. |
Tanda tangan ’elektronik digunakan pada Naskah

Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44
Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas pengaturé.n dan Naskah Dinas penetapan tidak
menggunakan géiar. '
Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali
piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan.
Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris
Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan
pangkat/golongan.
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk
pegawai, dan pangkat/golongan.
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan
pelaksana  harian  Sekretaris @ Daerah  tidak
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan

pangkat/golongan.



|

a.
b.

C.
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Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas

berlaku ketentuan sebagai berikut:

Tanda Tangan  Elektronik harus ditandai dalam
susunan dan bentuk kode quick response yang disertai
nama pejabatkpenandatangan dan nama jabatan,; |
Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak; '

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis, media daring atau media luring; dan
menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46
Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.
Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

stempel jabatari Bupati;

stempel Perangkat Daerah;

stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan
layanan umum daerah; dan

stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(4)

(5)

(1)
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Bagiein Keduabelas
- Amplop dan Map
Pasal 49

Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas berbentuk persegi panjang.
Ukuran amplop | yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai
dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna
putih. | |
Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas

warna coklat.

Pasal 50

Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan

-alamat pengirim dan alamat tujuan.

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di
bagi‘an tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
jabatan Bupati.

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah

| Daerah, nama Perangkat = Daerah  yang
bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan
nama kab{;paten /kota dan nama provinsi, nomor
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di
bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
Perangkat Daerah.



(3)

(1)
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Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas
Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah
Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 :

4 dengan menggunakan huruf Arial.

Pasal 51
Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiri atas: | o
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan ~ kebutuhan sesuai dengan

kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52
Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Bupati; dan
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang
negara berwarna kuning' emas dan tulisan Kepala
Daerah menggunakan huruf Arial dengan ukuran
disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas
secara simetris.
Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53
Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing
dengan mengacu pada format Naskah Dinas

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
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(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke
dalam bahasa asing. |

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS
Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

a penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses
! Naskah Dinas; dan

b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan

Kklasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman atau security
| Printing. :

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan ‘Naskah Dinas pada media

rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis

memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56
Kategori Kklasifikasi  keamanan untuk Naskah Dinas terdiri
atas:

sangat rahasia;

™

Pasal 57

Penentuan tingkat Kklasifikasi keamanan sebagaimana

b rahasia,;
ct. terbatas; dan
d. Dbiasa/terbuka.
i
E
B

cfimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan
dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 58 :
Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi

—
e —
~—

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan
kepada pihak yang berwenahg. ‘

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.
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Pasal 59

kl) Naskah Dinas dengan media rekam Kkertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop ‘dengan posisi
pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan

amplop rangkap' dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang

r;nemiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan
terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan

;i)erkembangan teknologi.
|

- ‘
; Pasal 61

IZ{ode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan
.(?engan ketentuan sebagai berikut:

a;. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR’
| dengan menggunakan tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

" ¢. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘T° dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau

E
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

| : er . .
IRuruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin
Iéceautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah
Dinas. |

E
| Pasal 63

.I:{etentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau
s%ecurity printing sebagaimana’, dimaksud dalam Pasal 62
<iiiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

1jlndangan.




1)

(2)

(3)

(1)

a.
‘?.
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BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64
Kewenangan  penandatanganan Naskah  Dinas
merupakan hak, kewaj‘iban, dan tanggung jawab yang
ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan
pada jabatannya. '
Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh
Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '
Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
bupati ini. : '

Pasal 65
Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan
kewenangan peflandatanganan Naskah Dinas kepada
pejabat di bawahnya.
Ketentuan mengenai  pelimpahan  kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan bupati ini.
BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

i Ifengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

pengendalian Naskah Dinas keluar.
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: Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

f’engendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan
sEebagai berikut:

i
a.

(3)

unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang

diterima dengan ‘cara mengagendakan,

mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola.

unit pen'gelola menindaklanjuti  sesuai dengan

klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.
Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar
' Pasal 68

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan

melalui tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang diberi nomor,
tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada
masing-masing unit kerja; dan

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan ipadé ‘unit tata usaha dan unit
pengelola. | »

Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi

pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu

melalui Sekretariat Daerah.

Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat

menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat

u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti

dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 69
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 27TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DINAS
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP,
PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN

KEWENANGAN NASKAH DINAS

Susunan dan E‘Sentuk Naskah Dinas
A. Naskah Dlnas Penugasan
1. Surat Perlntah

Menimbang: a. bahwa e e

Dasar 1 L R
Memberi Perintah
Kepada 1. ... o
2. .. g
4. dan seterusnya.
Untuk

BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR ...t

b. bahwa

N

dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Bombana,

Nama




2. Surat Tugas
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Dasar

Kepada

Untuk|

BUPATI BOMBANA

SURAT TUGAS
NOMOR ... .o

MEMERINTAHKAN :

1. Nama |

Pangkat/gol

NIP

Jabatan
2. Nama

Pangkat/gol

NIP

Jabatan

Nama Tempat, Tanggal
‘Bupati Bombana,

Nama
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3. Surat Perjalanan Dinas

o KOP NASKAH DINAS
_ DAERAH SERANGIOT DAE L

° Lenlbari{e :i“ik."'ﬁ‘i;!i-‘";‘l’l’ﬁ"“loki‘-

X\Qdﬁ'i\ﬂ. g - P T R T R T I R T e
Nomor, E L ivansie AN R venEh e bhhr

SURAT PERJALANAN DINAS {SPD)

i1 | PAJKPAJPPR
2 | NamajNIPjPegawal yvang
melaksanakan perjnlanan dinas |
3 {na. Pangi—:a't dan Golongan a.
b. Jabatan/Instonsi b
¢. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | ¢.
i4 | Maksud Perjnlanan Dinas
{5 | Alat angkuit yang dipergunakan
6 | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7 {a. Lamanyva Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal beranskat Cih
¢. Tanggal harus kembaliftibadi jc.
tempat baru °)
{8 |Pengikut:| Nama Tanggal Lahir Keterangan
' 1.
2.
3.
4.
5.
9 | Pembebanan Anggaran
a. Instans R Ei N
b. Akun b,
10 Kctcmngax:l lain- lain
*coret yang tidak perlu Dikeluarkan di.......... ;
-~ Tanggal........
PAJKPA/PPK
foereinsns sxvsvessesensnsenaans)
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Berangkat dari

{Tempat Kedudukan)

ssvassnee

NIP

dan semata-mata untuk

Ke N
Padn Tanggal D reseaen
Repala
NIP
. Tibadi | D iseeearenas Beranghkat dari T ierereren
Pada Tanggal D ieveeneereen Ke D eeeenaiees
Kepala I ereinsisees Pada Tanggal D reresecanes
Kepala
NP NIP
HL  Tibadi 1 xererivesess Berangkat dari P oecasinesave
Padn Tanggal D vacesananes Ke T aevnennenne
Kepala D eerianerns Pada Tanggal N
Kepala
NIP NIP
V. Tibadi | ORI Berangkat dari T ceneremsonn
Padn Tonggal D rrenassaenes Ke FU
Kepala HERPP Pada Tanggal T eeanenseens
Kepala
NP NP
V. Tiba dig D reersesianes Berangkat dari T ceesersecas
Pada Tangzal 1 reensvavenes Ke T irerereases
Kepala D eeseicinenes Pada Tanggal I aveeisarens
Repala
NIP NIP
V1. Tibadi; 1 sissewaieras Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada Tanggal D emermessans bahwa perjalanan tersebut diatas
Kepala T eevevcnianas benar dilakukan atas perintahnya

kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.

VII, ¢

Catatan Lain-Lamn

VIIL

PERHATIAN:

P:\]Kpé\kf PPK vang menerbitkan SPD, pepawal yang melakukan perjalanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta
bcndah:}ra peageluaran bertanggung  jawab  berdasarkan  peraturan-
peraturan Keuangan Negarn apabila negara menderita rugi  akibat

kesalahan,

v
kelalaian, dan bealpaannva.

PA/KPA/PPR,

hilg
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B. Naskah Dineils Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH ,

NOTA DINAS

. -
Dinrd N U S SRS
: .
embusan D amsesaviecorans e i 4 £ B X 3 £
N . .
i\ﬂgﬁ'ﬂ! b R g R R S LT T oy s R e e AR LA SRR RS ¥ 3
I SN
Nomor D e veesrarereeae Rty S R s £ EHS 2 kes O Sk s KR 8 A s 628

1 &
Lampiran £ ar errme a e n a5 Vb AT A5 RS 2 £ L K E B £ T €8 488 Hrr S B

D R L o T T L L R R g O G S R F R T T L L R Pl B g R R 2y 13

T R s Ly X R T 2 =Lt LI R PR

R e T s

R R L Ll L N e e t e S SRR

e LT s e B T 2 Ll L I LA T TN

LR T TR L

D ey N N a a e CT T Y

D T T T T T e LR LA A SN TPy

PR e L R e T T A

R B Y L R LRl L e T P B S O T B R RO RN Y YT P e P OT S PP S DT T TR E e PU TR P TR e e

B 2 L L T R T S FL PR S RO R PR P S R

wiw

Nama Jabatan,

ama
Panghkat/Golengan
NIP
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2. Memo
Yo%
BUPATI BOMBANA
MEMO
Yth. L e teereereresenrecsassnasenns e eeseneenerantnetneenaane et rasanasnesnranrtrntetensrns
Hal S T

----------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................

....................................................................................................

R IR R R R R R R R R R R X TR T

.....................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................

.....................
.....................................................................................................

..................................................................................................................

Tempat, Tanggal, Bulan
dan Tahun

Bupati Bombana,

Nama




3. Disposisi

-34-

LOGO

DAERAH

KOP V:\Si\:\ll Dl\‘:\S
PI:RANGIuXT DAERAH:

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari

Diterima Tg! :
No. .\gcnd'l 2

No. Surat Sifat - 1 S
Tgl. Surat ; DSanmt segera  [[JSegera | [ Rahasia

B
;

i‘DitcmbLan kepada Sdr.,

;t:inﬂot‘iﬁ: FresRack i sRFE e l;;a;i

D cn«u’q »nn\* rrcInr s

D ¢§0 R o:lteni;qu wr

Dﬂﬂ Sﬁtem‘in\’ﬂn\'ﬁ RR e ER e m Qi!lis}!ﬁdihn-}ik NRESEWEA

B L L Y

Denmn bormat hamp,
B'I‘anmapan dan Saran.
serseesserserers [ Proses lebih lanjut -
ORI T Dhcordinnsx/ I\onﬂrmuaxl ‘an

e rasunn

CEEN

Catatan ;.

""\fama J ﬁﬁataﬁ

( amf dan taxwanl)

Nama
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C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal
Surat Dinas

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

BUPATI BOMBANA

;  Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

........................................

----------------------------------------

.....................................................................................................
..................................................................................................................
e PN
.................................................................................

eerreia it reennaasee st et eetsenesteetnaanteeseNeeare et oierenrreotsearstttanastonteesattstensrott
.................................................................................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................

R

.................................................................................................................

Bupati Bombana,

Nama

Jalan. .o Nomor. ......... Provinsi. .............., Kode Pos ...........
Telepon (0....... ) crerreeernsnenns , Faksimile... .............;Laman ...,




_ KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

:S:vifa!.' o i
Lampiran
Hal: ¢

AN REARD SR AN MR A AT NS SN 2

i

e A L T P PR O R P S LY S s

“Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

R el il Ry S e R Y I

B e

T R L i R e Rt L f 2 o e L R T o L P e L e L

RPN SRR NEEIER- A SR S

R R e S Ty T LS

HEAEOCFRVEVERPRSE G (LA RA

Bl B TS S T TP TP e

R L L R N R o s T

T T L e I & T T E e e I L T e T O T N T

Rl LT TR PR R e N P e S e

B B L L TIRRT Ty PO PUCPELT ALY

B R R L T L SRS T AR o F P e

A N e R R E R NN R b R R AR SRR R B b WA,

T R T ey YT

A A

PR TS s

B N S L TR T YT

NamaJabatan ...

Nama ,
Pangkat/Golongan
NIP. - -
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D. Naskah Dinas Khusus
1. Instruksi

BUPATI BOMBANA
INSTRUKSI BUPATI BOMBANA
NOMOR ..... ...l
TENTANG
BUPATI BOMBANA
é ,

Dalam ragigka ............................................................................
dengan 1 m mengmstm k51kan ....................................................................
Kepada S S P PO P ST

e e
K T U SR U SO T PO U PSP PPN
A
Untuk
KESATU it et e e e i e e e
KEDUA L eer e et eeereneeneaetae et irateesiareiieeaereerarrn e eaennanneens
KETIGA dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkém.

Dikeluarkan di ...............
pada tanggal ..................

Bupati Bombana,

Nama
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. Surat Edaran

3. dan seteru shya

SURAT EDARAN
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG

eeeeeeemma oo eeseeeee e e oo eeeeeesreeenee e eseeeeeeesse s
e eetes e et et et beteae st e s ek e et ersoR e s eRe s e R st as st e e a s sesasaesaseanesrasaressanas
R

‘Ditetapkan di .....ccounveeneee

pada tanggal .................

Bupati Bombana,

Nama
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. Surat Kuasa

o)
BUPATI BOMBANA

SURAT KUASA

i
i
{

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama Jabatan / Bupati Bombana,
materai

Nam{a Nama

Pangkat

NIP
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4. Berita Acara

BUPATI BOMBANA

BERITA ACARA
NOMOR ............

Pada hari ini, ......... tanggal ......... , bulan ......... , tahun ......... , kami

masing-masing :

PP S S, yang selanjutnya disebut Pihak
Pértama {memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan
alamat)

2 T S S , selanjutnya disebut Pihak

K%:dua, telah melaksanakan
B ittt e be e st et sheeh e ereeb e e b e e R b e e b e nenhesareneensenenrenee

4. dan seterusnya.

f

Beri%a acara ini dibuat dengan sésﬁngguhnya dalam rangkap ......
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ................
Pihaik Kedua Pihak Pertama
Nama Jabatan . Bupati Bombana,
Nam[a Nama
Pangkat/Golongan '
NIP

Mengetahui/Mengesahkan

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
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5. Surat Keterangan

BUPATI BOMBANA

SURAT KETERANGAN

- Yang bertanda tangan dibawah ini::

ot 00 T PN
jabatan : Bupati Bombana

dengan ini mencrangkan bahwa :

_nama
NIP :
pangkat /; golongan
jabatan

- dan seterusnya

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

........................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Tempat, Tanggal, Bulan
dan Tahun

Bupati Bombana,

Nama




6. Surat Pengantar
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LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS DAERAH

PERANGKAT DAERAH
i ,
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yth. oo,
di
SURAT PENGANTAR
NOMOR @ ..covernneeee w
Naskah Dinas/Barang walr
No. !yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal ..........
Penerima Pengirim
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
Nama Nama
Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NIP NIP
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7. Pengumuman

BUPATI BOMBANA

PENGUMUMAN -

.................................

.................................

........................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
S Y T T TR T TR LT T T P T P R P P P P PP PP R P T PP

........................................................................

Dikeluarkan di .......ccouueeenn
pada tanggal .......ccoeenneee

Bupati Bombana,

Nama




-44-

8. Laporan

[ 1oco | KOP NASKAH DINAS
 DAERAH PE‘{A\'G}\AT DAERAH

LAPORAN.
TENTANG

“A. Pendahuluan

-1, Umum lf latar belakang

2. Landasan Holum

e |

BM'ﬂ\wd dt\n‘"llijunn
'B;;i't{egi;\mn yang (‘.ilva_ksana,kgn’,
CHnsil }angg dicapai
D.. Kesim ;'it:i!im; _d:m Saran
£ penumup|
j?_Dibunt [+ | SNSRI
»P’ld'x tang,_,al ik ‘;

‘NamaJabatan,

‘ N ama,
] Panpkm / Golongan
“NIP.




9. Telaahan

Staf
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L LOGO
'DAERAH

PERANGKAT DAERAH -

*»

| ¥th. L
Dari. il
Tanggal 1.
‘Nomor ..
‘Lampiran
Hal o

a

SaE

¥

PO
LEE2 LT
P
R kB
Ra vy

A5 EEFEEE

TELAAHAN STAF

REFECANAR d“sno&-';i’;;@a;; ;‘ik‘~i'ﬁ‘v’v{§>'¢{;‘17¢~§é’I’j&"ﬁ;&li'»};ii(-;to-‘l)'ti;b«‘ii;wi*ltbv“
. ;-‘»n.{i;nq-'aa‘;;‘s'&;@c}a/ik'@;;;;{a‘}u;p;p;‘aup;a{ ;».:a-tis;u.vaian R e
LT LT AR e L DTSR Y
« ;i‘é-‘nwai*a ga;n ia‘k-’E;it&‘éi’ﬂ‘;}toi'iv'ii-rtt-lzy#‘&-':g;‘b‘;,"&tiq«‘&t;s$v*vtﬁjto#i‘d ;n.‘;.‘;&;‘t‘;;
. .i#»:m«‘eic;“;’y:yisb;t‘ivrg";nn;;a_kq';ﬁi‘;;—;‘;;';f;;;«iwvs,;«».qne"u'*mgs»;t;»;;»V.'u}.xi;a-ﬁr':

B Y AN Ty R N R ey e

1. Persoalan

1L Praanggag

| 1. Fakta-Fakta yang mempengaruhi-

11V, Anallsis:

Vo Kesimpuly

VL. Saran

an.

- Nama Jabatan,

o Nama o
~ Pangkat/Golongan
- NIP :




10. Notula
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|
LOGO KOP NASKAH DINAS
D"ER‘“"E ,'SEI\RETARL\T DAERAH
NOTULA -
Sidang/Rapat : Giaiee
Hari/Tanggal : S
Waktu ‘iStd{mg /Rapat:
‘Acara S E
2. don scterusaya,
: :fv”ivfnj‘)'_immfsid:z ng/ Rapat
R Kema; ey Py e 4 H Ny an e ¥
‘Sekretaris s
Pencatilt :‘
‘Péséfté‘sidangx;(rﬁpnt 5 ; ik “
2 dan w:em;m& L
Kegiatan - ' “Psm d::m,zm knndm L;c;;}i;x»t’:;’n}

éidu’x_z'gi

iAW )%‘ug,« Cn AN A

, Nama Jabatnn

\?ama

”NIP

e R R &

'_Pmmin:m Sxdam' 1/ &;gat ,

,f’Panpi\at / Gnlongan
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11. Surat Undangan
g .
LOGO KOP NASKAH DINAS DAERAH
DAERAH PERANGKAT DAERAH
% _
|
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Undangan
Yth. coevnnns ST
di
........ R U
hari/tanggall & ... e re e e aae s e ae s ae s anans
WAKLU | 5 iiiiiiirererrtnnserenseesensreseeteasrsteastirenteisnstrntesenstsaesseasenteneensens
L0114 o 2 A S S PN
=072 ) I - S U TN

--------

-------------------

..............................................................................................

..............................................................................................

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP




12.
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Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

LQGO

KOF N ’\S!\.\H DI\AS

DJ\F MH

PERA.\G!&\T D'\ER,\H

':vURAT PER‘JY:\T&\I‘% \!ELA}\S \N:\I\AN TUG:\‘?'

I\OMOR i

, Ylmg ’benaudtl tangan dibm\ah hu.

Nama

NIP
Pangkat/G
Jabatan®

Dengan int
Nama
I\IP

. angkﬂt/(}
“Jabatan”

olonga n

n hansy.tlchlclc\tiial«xtolbib~ito gatfﬁbosai:.ss‘iagan t&iwsbca.oswaila-;!xt

W
S

plongan

»
-
-
»

R L e g e A A Ry Ry R R R A R A R

AR RN AE R A RSN IR RN RE R AN R A Y T Y TS LYY TP pprp Yy SR S

DR T T N T T T T e Ry D T N S T R Ty

menyatak:m denvan sesuxwmhnv b'xhw

Fr ek i‘cltiill(lbtl tb-o-icantaiqoi‘--hi.-l-isttqclvbban iﬁb‘vodqﬁg.‘nt

'#btitlltittl‘iaoilaiuiiinioﬂt‘ti.ht!Olllittttltspt‘toiunqItti"’&kl'#((!d"

B T T L L Ty R N T e P P Y TTY T NY 2

sEORY wx Ee

uv...eqa--a*ik.:;n‘5n-aigs&-&na;.qtqt'onsac.o'-p..h--v.--.,:ﬁténi»i»uaaorai

me di'mpkm berdasarkan Pemmrzm I\omor

PHOPPIFSTIIEE
Py e T A Y]

RELLNERNE N ED 2

acﬁvaq...s-;qua;nne.

Tahun ic&ntang tcrhimng'
siessiees i telah nyata menjalankan tugas sebagai

PR pE (11 e s s A A L L E L R R s AL Ry e s

: lvh*nc-t--alt.p.n‘n‘

Dcmikmn surat pemyaman mc!akﬂ:annkan tugas ini saya buat
‘dengan sepungguhnya dengan -mengingat sumpah’ Jjabatan/pegawai

negeri.

ipﬁ dan apabih dikemudian hari fsi surat pernyataan inf

ternyata’ tidah benar vang berakibat Lcmwian ‘bagi negara, maka saya

.bcr;gdia_,_m

enang, aung, kemgi*m tersebut

' ’I‘cmpat,’r'mggﬁ, Bulan dan Tahun
‘Nama Jabatan,

f,\ama .
: -iP'm:ﬂnat/ Golnngan
Ti\[p o
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13. Surat Panggilan

-------------------

..................

tempat
menghadap
kepada
alamat
untuk

BUPATI BOMBANA

Témpat, Tanggal, Bulan dan Tahun

meminta kedatangan Saudara di kantor

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

......................................................................

......................................................................
----------------------------------------------------------------------

......................................................................

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi bahan seperlunya.

Bupati Bombana,

Nama




14. Surat Izin
1

Format
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surat izin yang ditandatangani oleh Bupati

Dasar

Kepada

Nama

BUPATI BOMBANA

SURAT IZIN

................................................................

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

................................................................................

Jabatan S S S

Alamat
Untuk

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di .....cccceeeeeenne
pada tanggal .........cceeuneeee

Bupati Bombana

Nama




Format
Daerah
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surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat

LoGO | KOP NASKAH DINAS

DAERAH ) PERANGKAT DAERAH

Key

Dais

SURATIZIN
NOMOR:

TENTANG

mr Tk R e s e e T R R P Y Pt
. t}l,!"ii‘n‘n'i}u'{k*u«isk’v’&‘n'ﬁfq;}éﬂ-,!*tnuf{«‘q’waélu_»‘mu»uuunnn FEeAEEENNE

(. dan setérusnya’

| MEMBERI IZIN.
ada. otttbaiaipebils

na R S A S P LR uy SN SR

xﬂﬂmﬁ{ O L L L L LT e T P S P P R SR Y P T Y DY TP WY

Untuk v B L R g T Ll s AR Ty oo e

"Noma Jabatan eosenessenan

- ‘Pangkat/Golongan.
P
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15. Lembaran Daerah

LOGO 'KOP NASKAH DINAS.
DAERAH PERANGKAT DAERAH-

i
N
\
j

LEMBARAN DAERAH

i
i

Nomoy ... Tahun ........ Serf.... NOmor ...........
PERATURAN DAERAH
Nomor: Liiag
- TENTANG

o e

 Diundangken dalam lembaran daerah’
Nomor ... Tahun ...
EESTi] o S0 OO

STanggal o i

“Sekretaris Daerahi ...

Nama:
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16. Berita Daerah

Tl .
_Loco KOP NASKAH DINAS
| DAERAH PERANGKAT DAERAH

i

"Nomaor- .

PERATURA

A A AN

JERedEEsEe

Diune

Nomo
Seri

“Tangg,

‘BERITA ﬁé\ERﬁﬂ_:..;.’;;.,.,.;;,;,4;.~;¢
.o Tabun ' Seri ... Nomor ..........

N KEPALA DAERAH .../KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ....

Nomior:

CTENTANG

I e LR L T Ty e T e e L LT

S s L LR g e Oy ey T E P PR e e

Paoddaaney  CHARAATEN LRI BAARERN PRI LB ENC AR PP U EI v R BB R AN AN I S22 A2 F AN 2 U A5 %5
H R RS SR P A S R % G A

e T LT R R T R L R N e R N A L Y R S RS P Y A R

angkan dalam lembarandaeraby iiniiasaniaia

P LR o DU N TS

;11 FEW N R AR ¥ R R

Sekretaris Daerah cooo,

Nama -




s

17. Rekomendasi

Bupati Bpmbana, memberikan rekomendasi kepada :
a. Nam;a/ Objek D eeereteress e e —ee e st e ees s erreeeareeraaraas
b. Jabatan/Tempat/Identitas : .....cccccererverrerereerersresresrsseeeessvesesensens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................................

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Bupati Bombana,

Nama.




18. Radiogram
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BUPATI BOMBANA

FORMULIR BERITA

Register NO & .cevvvnevriinnennne

PANGGILAN

JENIS. |, NOMOR | DERAJAT.

DARI

UNTUK

TEMBUSAN  ©

t

T T L T L R L TR L R T

R R L L Ty R T ST LT I

T R B e S N S L ad L o T Ry T R e e

Nomor

L EET eSS

KLASIFIKASL

1]

3

NG baa ek ine. «

(rancieny

AAATTK
BBB TTK

cee TTK

ceabany.

porssbnnae

: SEGERA

%
B R S R R L Ry D

»
y.‘,.....‘......‘.n.....ua’...n;...u‘.....‘.-.;;..“...........4.!\3'12.\....0‘......-.

T O L R Ly e T Y Ty T T L Ry P R Y ]

T e e e e R R

. . i TTEDUA
T R N T L IR L L S I ST T LT PR T P 13 £

D L L T T P L T Y D O T T LI P
i TTK KMA
B T Ty T T N L L e i I TN il

D R e gy O e T T LT E PPy LS

T I e T

DUM TTK HBS

PP TN T T T PR T T PP ST P\‘*\»«‘;‘

Tanggal waktu pembuatan.......

Penglrim
Nama~

~Tanda tar

gan

No.Kode

“Waktu L:ﬂu

Terima} - Kirim Lintas

‘Parafl
Operator
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'19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

i
i

BUPATI BOMBANA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor ...... verens Cesnrerrireseeseernrransinns

1pati ................ Berdasarkan bt dan Ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa

. -’I‘empat(’fangmi lahir . /
. v 23 ’\lP/NRP ' : 000000000/0000
foto 4'x 6 }Pangk'n/ﬁol RUANE  foiiiianii it /.

Instanst s T R e AR e :

’ e 3 R R R Y L LT T TR T Y P P PR R Y P PN R RS P Se Sy

. [T S LA S R A R Y L L Ry e Y s e Yy Y Y N YR R YT
Kualifiknst his - ieidh P : .

LULUS

'ndidikan - dan Pelatihan ..................... Kabupaten Bombana yang disclenggarakan o
cevveereerees i curnnen. dari tanggal ............ sampai dengan ..... yang meliputi .................... ‘

Tanggal, Tempat, Bulan, dan Tahun
Bupati Bombana

Nama

gznn Bch);ang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
mum’ 3 - (ditentukan Badan DIKIat) . i i i i i i i s st e eiseas ias it fies ceseaneias s en e e
T T T R T L T T T L S R T T L L o R g L L T T TS PR P T T PP ) O T P PP TR

PR SRR IR AR RN SRR E el uun-.suu..;uon.nu-gnnnpu-n-u«u....uu-unuun.n.uunnu.u,“un.u.n..uu.--g.-..uu“......'

- Husus’ (ditentukan oleh penyelenggara: den_g;m’_:.mcngacuﬁ‘pada tema wmum dan isuaktual setempat)
O S S e Y R DR D T P TS T S L PP PIN

S P T TTTTTPYN

Tcmp'\t Tdng‘,al Bukm dan Tahun
Kep*’dn P T U IR OL RO U NS RO

Nama
ngkz\t / Golongﬂn
NIP









































































